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BUPATI CIANJIUR

paiwa Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Air Minum
Kabupaten  Gaywe telah  ditetapkan  berdasarkan  Keputusan
Pupatt Kabupaten  Daerah Tingkat 11 Ganjur Nomor 11 Tahun
1994 tangaal & Nopenber 1994,

balwa  sesunl dengan  Keputusan Menteri Negara Otonomi
Caeraly Nomor 8 Tahun 2000 tentang  Pedonan Akutansi
Perusahaan [Caerah Ar Mnum, serta utuk efisiensi dan
efentivitas  peiyelenggaraan sistem akutansi pada Perusahaan
aerah Air Minum Kabupaten Ganjur, maka Keputusan Bupati
Nemor 11 Tahun 1994 tersebut di atas periu ditinjau kembali;

balwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
wrup o dan b, perlu ditetapkan kembali Organisasi dan Tata
Keria fPerusahaan Daerah Ar Minum, dengan Keputusan Bupati.

Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan
Daerah - Kabupaten Dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita
Negara Talwn 19560),

Undang-undang Nomor 6 Tahun 1962 tentang Perusahaan
Caerah ( Lembaran Megara Tahun 1962 Nomor 10) Jo. Undang-
unclatis Nomor 6 Tahun 1969 (Lembaran Negara Tahun 1969
MNomor 37, Tambahan  Lembaran Negara Nomer 2801);

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tertang  Pokok-pokak
Kepegawaian (Lembaran  Negara Tahun 1974 Nomor 85,
Tambahan  Lembaran Negara Nomor  3041)  sebagaimana
telah diubah  aengan  Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999
iLenbaran  Negara Tahun 1999 Nomar 169, Tambahan
Lerbaran Negara Nomor 3890), '

L.hdanirmdzang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan

Daerah (Lemmbaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 383%),

Undang-undlang Nomor 25 Tahun 1999 tentang  Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran
Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3848):
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Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000  tentang
kewenangan Pemerintah  dan  Kewenangan Pemerintah
Fropinst Sehagal Daerah Otonom (Lembaran  Negara  Tahun
2000 Nomar 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

LoPeraiwran Menteri Datam Negeri Nomor 1 Tahun 1984 tentang

Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Daerah di
Lingkungan Pemerintah Daerah;

Feraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1998 tentang
Kepengurusan Perusahaan Daerah Air Minur,

kReputusan Menteri Negara Otonomi Daerah Nomor 8 Tahun
2000 tentany Pedoman Akutasi Perusahaan Daerah Air Minum,

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat I Glanjur Nomor
IMHMUO21, 271975 tentanyg Pendirian Perusahaan Daerah Air
Minum Kabupaten Daerah Tingkat 1 Ganjur,

Feraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 11 Tahun 1995
tentany Ketentuan-ketentuan Pokok Badan Pengawas, Direksi
dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten
Caerah Tingkat 1} Gianjur;

. Peraturan  Daerah Kabupaten Ganjur Nomor 22 Tahun 2000

tentany Organisasi Pemerintahan Daerah Kabupaten Cianjur.

MEMUTUSKAN .

» KEPUTUSAN BUPATI TENTANG ORGANISAS]I DAN TATA KERJA

PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM.

BARB |
KETENTUAN UMUM
" Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

a
b.

- o o O

o

h.

. Daerah aclalah Daerah Otonom Kabupaten Ganjur,;

Daeralh Otonom  adalah  Kesatuan masyarakat hukum  yang
merpunyai hatas Daerah tertertu berwenang mengatur dan
mengurus  kepentingan masyarakat setempat menurit prakarsa
sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara
Kesatuan Republik Indonesia;

. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Clanjur;
. Kahupaten adalah Kahupaten Cianjur;
. Bupati adalah Bupati Ganjur,;

Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Ganjur;

. Perusahaan Daerah Arr Minum yang selanjutnya disebut PDAM

adalah Perusahaan Daerah milik Pemerintah Kabupaten Ganjur ;
Uirekiur adalah Oirektur PDAM Kabupaten Cianjur;

i. Cabang Perusahaan adalah Cabang PDAM Kabupaten Ganjur;
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j. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Pegawai Negeri
Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penhuh deh
pejabat  yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang
sesual dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran
tugas pokaok dan fungsi PDAM.

BAB il
KEDUDUKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Bagian Pertama
Kedudukan
Pasal 2

{1) PDAM  sebagai  perusahaan milik  Pemerintah  Daerah
merupakan salah satu kelengkapan ctonomi Daerah.

{(2) PCAM ciise'énggarakan atas dasar azas ekonomi perusahaan
dalam Kkesatuan sistem pembinaan ekonomi  Indonesia
perdasarkan Pancasila yaitu menjamin kelangsungan demokrasi
ekonami yang  berfungsi sebagal alat untuk  meningkatkan
kesejahteraan masyarakat.

(3) PDAM dipinpin oeh seorang Direktur yang berada di hawah

dan  bertanguung  jawab  kepada Bupati melalul  Sekretaris
Lagrah. .

Bagian Kedua
Tugas Pokok dan Fungsi
Pasal 3

POAM  meivpunyal tugas  pokek  membantu  Bupati dalam
menyelenggarakan  pengeldaan, penyediaan, pengusahaan dan
pelayanan  air  minum  yang memenuhi - standar kesehatan dan
imelaxksanakan  pelayanan  jasa teknis dan administratif  yang
diselenggarakan atas dasar prinsip-prinsip ekonomi  perusahaan
herdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Fasal 4
fatam menyeiengoarakan  tugas pokok  sebagaimana  dimeksud
pada Pasal 2 FRAM mempunyai fungsi

a. pefaksana sehagian  Kewenangan  Pemerintah Kabupaten
dibdiang pengeldaan, penyediaan, pengusahaan dan pelayanan
air i Kkepada masyarakat |

h. petyiapan bahan peramuean kebippkan uroum Pemerirdanh
SRICEREUCTA RIS RS RIS S I RETEN o RN

Coprrrirer iy hetap o o boioss ceecsiongd pengedcdadny PDAM,

\

LTINS G feingeiimal,  penyediaan, pengusahaan  dan
pelayanan Gir minum yang memenuhi standar kesehatan;

e pelaksanaan pemeliharaan dan pengembangan sumber air  dan
linckingainya,

1. pelaksanaan pengelolaan PDAM,



g. perrbinaan  tehadap Cabang Perusahaan dan Unit Pelaksana
Teknis Perusahaan;

h. pelayanan jasa dan teknis administratif sesuai dengan peraturan
perundang-tndangan yang herlaku.

Ba8 1
ORGANISAS!
Bagian Pertama
Unsur Crganisasi
Pasal

Unisur-unsur Organisasi PDAM, adalah sebagai berikut
a. Pengawas adalah Badan Pengawas;

b, Pengelda terdiri darl .
1.

72

aw-

w

Feminpin adajah Drektur PDAM,

Perbantuy Peminpin adalah Bagian dan Satuan Pengawas
intern (S,

Pelaksana adalah Sub Bagian, Cabanhg Perusahaan dan
Kelorrpok Jabatan Fungsional.
Bagian Kedua
Susunan Organisasi
Pasal 6

Susunan Organisasi PDAM, terdiri dari

a. Badan Pengawas;
b. Pengelda terdiri dari .

1.
. Bagran Lroum

(N

)

Direktur;

2.1, Sub Bagian Administrasi Umun. dan Kepegawaian,
2.2, Sub Bagian Hukum dan Hubungan Masyarakat;
2.3. Sub Bagian Perlengkapan.

. Bagian Keuangan :

3.1, Sub Bagian Penyusunan Anggaran,
3.2, Sub Bagian Kas dan Perbendaharaan;
2.3, Sub Bagian Akutansi dan Verifikasi.

. Bagian Produksi dan Distribusi

4.1, Sub Bagian Produksi,
4.2. Sub Bagian Pengendalian Kualitas Air;
4.3. &ub Bagian Distribusi.

. Bagian Teknik dan Pemelinaraan :

5.1. Sub Bagian Perencanaan Teknik;
5.2. Sub Bagian Tansmisi dan Instalasi;
5.3. Sub Bagian Pemeliharaan Peralatan Teknik.



6. Satuan Pengawasan Intern { SP1 ).
7. Cabang Perusahaan.
8. Kelompok Jabatan Fungsional.

BAB IV
TUGAS POKOK DAN FUNGS! BADAN PENGAWAS
Pasal 7
Badan Pengawas mempunyal tugas pokok membantu Bupati dalam
melaksanakan  pengawasan pengelodaan PDAM sesuai  dengan
peraturan perundang-undangan yang beriaku.
Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut pada pasal 7, Badan
Pengawas mempunyai fungsi

a. pelaksanaan pengawasan pengelolaan PDAM sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku;

h. perviapan bahan  perumusan  Kebijjakan  umum  Pemerintah
Kabupaten di bidang pengawasan pengelolaan PDAM;

. pengkoordinasian pengawasan pengeldaan PDAM;
d. pemantauan pengeldaan PDAM;

e. pemberian  saran dan  atau pertimbangan kepada Bupati
mengenai  program  kerja, laporan neraca dan perhitungan
taba/rugi PDAM,

f. pengusulan, penberian saran dan atau pertimbangan kepada
Bupati mengenai pengangkatan Direktur dan penetapan kebijakan
dibidarng  kepegawaian PDAM  sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku,

g. pelaksanaan pengawasan dan pemeriksaan opersasiocanl PDAM;

h. pemberian saran dan atau pertimbangan kepada Bupati terhadap
rencana  pinjaman modal, perubahan status kekayaan, ikatan
hiikiim dengan pihak lain; i

i. pelaksanaan  penglitian program, rencana anggaran  dan
perubahan anggaran serta penilaian terhadap laporan hasil
kegiatan Perusahaain.

BAB V
"TUGAS POKOK DAN FUNGSI PENGELOLA
Bagian Pertama
Direktur
Tugas Pokok dan Fungsi
Pasal 9

Cireltur - merpunyal tugas pokok menyelenggarakan pengelolaan
FPOAM dalam arti memimpn, mengkoordinasikan, mengawasi dan
mengendalikan  seluruh kegiatan PDAM sesuai dengan peraturan
perundang-undangan vang berlaku,



Pasal 10

Uituk  menyelenggarakan tugas pokok tersebut pada Pasal 9,
PDAM mempunyai fungsi

a. penyiapan  bahan koordinasi  perumusan  kebijakan  umum
Perrerintah Kabupaten dalam pengelolaan PDAM;

h. pengkcordinasian  penyusunan  program  Kerja dan  anggaran
PDAM,

2ehyusunan program penbangunan dan pengembangan PDAM,;

d. perumusan kebijakan teknis dan operasional PDAM;

e perumusan kKebijakan umum PDAM dibidang pengeldaan PDAM
kKepegawaian, keuangan, barang/perlengkapan sesuai dengan
peraturan perundand-undangan yang berlaku;

o

f. pelaksanaan  pembinaan, pengawasan dan  pengendalian
kegiatan  perusahaan  sesuai  dengan peraturan  perundang-
undangatt yang berlaku.

g. pelaksanaan pémt:inaan dan  peningkatan Kesejahteraan
PeCiawal,

h. pelaksanaan dan pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan PDAM.

Bagian Kedua
Bagian Umum
Pasal 11
Bagian  Uum menmpunyal tugas pokok  menyelenggarakan
sebagialn tugas pokok dan fungsi PDAM di bidang penyusunan
pregram,  pengeldaan  administrasi umum, urusan  kepegawaian,

pertengkapan, perjalanan dinas, hukum, hubungan masyarakat dan
Keprotokolan.

Pasal 12

(1) Whtuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut pada pasal 11,
Bagian Unum, menypunyai fungsi ¢

a. penyusunan rencana kerja Bagian Umum;

h. pemytapan bahan koordinasi perumusan  ketentuan dan atau
peraturan perundang-undangan dibidang pengeldlaan barang,
perlengkapan, .~ administrasi kepegawaian, serta
pengkoordinasian penyusunan ketentuarvperaturan
perundang-undangarn;

C. penyelenggaraan pengelolaan administrasi barang,
perlengkapaly  aset perusahaan sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang herlaku,

a. pehyelenggaraan pegeldaan surat menyurat, urusan rumah
tangga, administrasi perjalanan dinas, hubungan masyarakat
dan keprotokaoian.

. penyelenggaraan koordinasi perumusan ketentuan, peraturan

perundang-undangan yang berhubungan dengan pelaksanaan
pengelaaan PDAM;

<
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f. pehyelenggaraan  koordinasi  penyelesaian  sengketa dan
permasalahan hukum;

g. penyelenggaraan pengeldaan administrasi kepegawaian dan
pembinaan  pegawai, organisasi dan tatalaksana sesuai
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

h. penyelenggaraan  koordinasi  perumusan  dan  penyusunan
program dan rencana Kerja PDAM,

i, penyelenggaraan tugas lain yang diberikan deh Direkiur;

j. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan hasil perfaksanaan
tugas Badian Umum.

(2) Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana tersebut pada
ayat (1), Bagian Umum dibantu deh :

1. Sub Bagian Administrasi Unum dar Kepegawaian,
2 Sub Bagian Hukum dan Hubungan Masyarakat,
3. Sub Bagian Perlengkapan.

Fasat 13

{1) &b Bagian Admaustrasi Uvum dan Kepegawaian mennpunyai
tugas pokok melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi
Bagian Uvum di bidang pengelolaan administrasi  umum,
kepegawaian, perlengkapan, pemyusunan program  sesuai
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), Sub Bagian Administrasi Umum dan Kepegawaian
merpunyai fungsi

a. penyusunan rencana kKegiatan Sub Bagian Administrasi Urmum
dan Kepegawaian,

b. penyiapan bahan Koordinasi perumusan dan  peryusunan
program dan rencana kerja PDAM,;

c. pelaksanaan inventarisasi bahan penyusunan dan perumusan
program dan rencana kerja PDAM dari masing-masing unit
organisasi di lingkungan PDAM,;

d. pelaksanaan pengelolaan surat, Kkearsipan, urusan rumah
tangga, perjalanan dinas;

€. pelaksanaan pengelalaan administrasi kepegawaian;

f. penyiapan bahan penbinaan kepegawaian sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku;

¢. pelaksanaan penyusunan farmasi dan kebutuhan pegawai;

i pengelolaan  administrasi  perpindahan, kenaikan pangkat,
kenaikan gaji berkala, cuti, pendidkan dan pelatihan serta
pembinaan disiplin dan kesejahteraan pegawai sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku;

i. pemerosesan  administrasi  pemberhentian  dan  pensiun
pegawal sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang
beriakuy,

. petaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian
Lmum;



K. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas
Sub Bagian Administrasi Umun dan Kepegawaian.

Pasal 14

(H Sub Bagian Hukum dan Hubungan Masyarakat mempunyai
tugas pokok melaksanakan sebagian tugas pokok dan - fungsi
Bagian Umum di bidang penyiapan bahan perumusan ketentuan,
peraturan  perundang-undangan, bantuan hukum  dan
menscsialisasikan  kebijakan perusahaan serta pelaksanaan
hubungan masyarakat sesuai dengan perundang-undangan yang
berfaku.

(27 Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), Sub Bagian Hukum dan Hubungan Masyarakat
menmpunyai  fungsi ¢
a. penyusunan rencana kegatan Sub Bagian Hukum  dan

Hubungan Masyarakat,

b. penviapan bahan koordinasi  perummusan  dan  penyusunan
ketentuan dan atau peraturan perundang-undangan yang
herhubungan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi
PLAM;

. penyusunan konsep ketentuan dan atau peraturan perundang-
undangan,

o]

d. pelaksanaan  scsialisast  ketentuan, peraturan perundang-
undangan atau kebijakan PDAM sesuai dengan peraturan
perundang-undangan,

@

. pelaksanaan  hubungan  masyarakat dan  pelayanan
pengaduan dan gangguan,

f. penguimpulan dan pengolahan data pengaduan masyarakat
sehagal bahan informasi bagh unit organisasi  dilingkungan
PDAM vang herwenang mehangani penyelesaian masalah
pengadualy gangguan;

g pengkoordinasian dengan unit organisasi di lingkungan PDAM
vang terkait dalam hal penanggulangan jenis pengaduan
masyarakat clan gangguan pelayanan;

h pelaksanaan tugas lain yang diberikan deh Kepala Bagian
LA vy,

i pelaksanaan evaluasi  dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas
Subh Bagian Hukum dan Hubungan Masyarakat.

Pasal 15

{1 Suy Bagian Perfengkapan mempunyai tugas pokok melaksana-
kan sebagian tugas pokok dan fungsi Bagian Umum di bidang
penyusunan rencana kebutuhan barang/periengkaparnv/peralatan,
pengeldaan administrasi dan  penyiimpanan, perawatan  dan
pendistribiusan barangdpetiengkapaiyperalatan sesuat daorgan

potsturon perurebinceuneinner yang berlaku

VLR 1 etahSHedan Wgas pokok sebagaimana dimaksud pada
aval {1}, Sub Bagian Perlengkapan mempunyai fungsi
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3. peEnyusunan rencana Kegiatan Sub Bagian Perlengkapan,

b pelaksanaan  inventarisasi usulan  kebutuhan  barang,
perlengwapan, peralatan dari unit organisasi  dilingkungan
FOAM,

¢. pelaksanaan  ahalisa  kKebutuhan barang, petlengkapan,
peralatan sebagal bahan penyusunan rencana pengadaan
harang, perlengkapan, peralatan sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku,

d. pelaksanaan pengeldaan administrasi inventaris aset dan
pengelolaan gudang sesuai dengan peraturan perundang:-
undangan yang befrlaku;

e. pengkoordinasian pelaksanaan pengadaany/pembelian
harang, perlengkapan, peralatan sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlakuy;

1. pelaksanaan pendistribusian barang, periengkapan, peralatan
sesuai dengan peraturan perundan3-undangan yang berlaku;

g. pelaksanaan perawatan barang, perlengkapan, peralatan
yang belum didistribusikan;

h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oeh Kepala Bagian
Umuny,
i. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas
Sub Bagian Perlengkapan.
Bagian Ketiga
Bagian Keuangan
Fasal 16

Bagian Keuangan mempunyal tugas pokok menyelenggarakan
sebagian tugas pokok dan fungsi PDAM di bidang pengeldaan
Keuangan yang mediputi urusan anggaran, kas dan perbendaharaan,
akutansi  dan  werifikasi sesual  dengan  ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 17

(hy Lntuk - menyelengggarakan tugas pokok tersebut pada pasal 16,
Bagian Keuangan mempunyai fungsi .

a. penyusunan rencana kerja Bagian Keuangan,

b. penyiapan bahan koordinasi  penyusunan rencana anggaran
dan pendapatan PDAM,

penyusunan rencana anggaran dan pendapatan PDAM,

d penyelenggaraan pengelolaan keuangan PDAM sesuai
dengan peraturan perundang-undangan yang berlakuy;

penyelenggaraan sistem akutansi PDAM,;

f. penyelenggaraan pengawasan, pengendalian pengelolaan
keuangan FDAM  sesual dengan peraturan perundang
unciangan yang herlaku,

o

f¢d]
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g. pemyusunan  pedoman  dan  petunjuk teknis penyusunan
rencana anggaran dan pendapatan PDAM;

h. penyelenggaraan kegiatan kas dan perbendaharaan, akutansi

dan verifikasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan
yany berlakuy;

i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan deh Direktur;

j. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas

Bagian Keuanganh.

Dalam  menyelenggarakan fungsi sebagaimana terselut pada
ayat (1), Bagian Keuangan dibantu deh :

a. Sub Bagian Penyusunan Anggaran;
b. Sub Bagian Kas dan Perbendaharaan;
c. Sub Bagian Akutansi dan Verifikasi.

Pasal 18

Sub Bagian Penyusunan Anggaran mempunyai tugas pokok
melaksanakan  sebagian  tugas pokok dan  fungsi  Bagian
Reuangan  di - bidang  penyusunan rencana  anggaran  dan
poidapatany, perubahan anggaran, serta pengendalian anggaran
POAM sesual dengan  peraturan  perundang-undangan yang
beriaku.

Ltk melakeanalan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada
aynt (1), Sub Bagian Penyusunan Anggaran mempunyal fungsi

a. peinusunan  rencana  kegiatan  Sub Bagian  Penyusunan
Anggaran,

b. penylapan balhan koordinasi  penyusunan rencana anggaran
belanja dan pendajatan PDAM;

o

penyusunan  rencana  anggaran  belanja  dan pendapatan
POAM;

d. pelaksanaan  pengalokasian  anggaran  sesuai  dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku;

[47]

pengendalian  anggaran PDAM  sesuai  dengan  ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku;

f. pelaksanaan pengelolaan dan penerbitan rekening penagihan
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang beriaku;

g. petyusunan  pedoman  dan  petunjuk  teknis  penyusunan
renicanda anggaran belanja dan pendapatan PDAM;

h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan deh Kepala Bagian
Kedatgan,

i.  pelaksanaan evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas
Sub Bagian Penyusunan Anggaran.

Pasal 19 ...
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FPasal 19

Uiy S Bagian Ras dan Perbendaharaan menpunyai tugas pokok
melaksanakan  sebagian tugas pokok dan fungsi  Bagian
Ketiangan i bidang penerimaan, penyimpanan dan pengeluaran
uang atau  alat  pembayaran lainnya serta melaksanakan
penyaloran uang PDAM ke Bank yang telah ditentukan sesuai
denhgan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

{2y Lhituk melaksanaran tugas pokok sebagaimana dimaksud pada

ayat {'l;, Sub Bagian Kas dan Perbendaharaan mempunyai
fungst

~a——

a. petyusunan  rencana kegiatan Sub Bagian Kas  dan
Perberdiaharaan;

b pelaksanaan penerimaan, penyimpanan dan pengeluaran
uang atau alat perbayaran lain sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku;

¢. pefaksanaan pemeliharaan uang dalam bentuk fisik dan surat
swal berharga sesual dengan peraturan perundang-undangan
yang berlaku;

d. pelaksanaan penyetoran uang ke Bank yang telah ditunjuk
sesual dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

e. pelaksanaan pengeldlaan administrasi kas dan
perbencdaharaan  sesuai  dengan  peraturan  perundang-
undangan yang berlaku;

f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oeh Kepala Bagian
Keuangan,

g pelaksanaan evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas
Sun Bagian Kas dan Perbendaharaan.

Pasal 20

(1) Sub Bagian  Akutansi dan Verifikasi mempunyai tugas pokok
melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi Bagian
Keuangan dibidang akutansi dan verifikasi sesuai dengan
perundang-undangan yang berlaku.

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), Sub Bagian Akutansi dan Verifikasi mempunyai fungsi
a. penyusunan rencana kegiatan Sub  Bagian Akutansi  dan
Verifikasi:
b. pelaksanaan pengelolaan akutansi PDAM sesuai  dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

. pelaksanaan verifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan dan
pengeluaran uang atau surat berharga,

d. pelaksanasn koordinasi dengan unit organisasi dilingkungan
FDAM untuk kelancaran pelaksanaan tugas;

e pelaksanaan tugas lain yang diberikan deh Kepala Bagian
Keuangan,

f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas
Sub Bagian Akutansi dan Verifikasi. ‘
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Bagian Keempat
Bagian Produksi dan Distribusi
Pasal 21

Bagian Produksi  dan  DOistribusi  mempunyal  tugas  pokok
menyelenggarakan sebagian tugas pokok dan fungsi PDAM di
hidang procuksi dan distribusi sesual dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.

Pasal 22

(1) Whtuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut pada pasal 21,
Bagian Produksi dan Distribusi rnempunyai fungsi
a. penyusunan rencana ketja Bagian Produksi dan Distribusi;
b penyiapan  bahan  koordinasi penyusunan  rehcana
pengembangan produksi, dan distribusi;

c. penyelenggaraan  pengeldlaan produksi  air minum  yang
memenuhi standar kesehatan;

d. penyusunan  rencana  kebutuhan sarana dan  prasarana

procduksi  sesuai ketentuan peraturan  perundang-undangan
yvang herlakuy,

[el]

penyelenggaraan pengendalian kualitas produksi air minum
sesuai  dengan  ketentuan peraturan perundang-undangan
yang herlaku;

f. penyelenggaraan  kegiatan  distribusi  dan  pelayanan
kebutuhan air minum sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlakuy,

g. penyelenggaraan pencatatan dan pelaporan berkala hasil
procukst aie sesual dengan peraturan  perundang-undangan
vany berfaky,

h penyelenggaraan pencatatan air yang didistribusikan kepada
pelandgagan sesual dengan ketentuan peraturan perundang-
Lt WD Yang berlaku;

Lopenyelongaaraat pengawasan  dan. pengendalian  kegiatan
procsiest dan distribusi sesuai dengan peraturan perundang-
undangan varniq berlaku;

I penyelenggaraan tugas lain yang diberikan oeh Direktur,

ho petahsanaan evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas
Bagian Produkest dan Distribusi.

2y Ladam oenvelenggarakan fungsi sebagaimana tersebut pada
ayat (1), Bagian Produksi dain Distribusi dibantu deh :

Sub Bagian Produksi,

Sl Bagran Pengendalian Kualitas Ar,

. Sub Baglan Distribusi.

ek}

O T

asal 23
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Pasal 23

il Badisn Froduksi menpunyai tugas pokok melaksanakan
sehagian tugas pokok dan fungsi Bagian Produksi dan Distribusi
chi Biclang [enyusunar rencana dan  pelaksanaan
pengenbangan produksi air minum yang memenuhi standar air
persih serta melaksanakan pengelolaan sumber air sesuai
dengan perundang-undangan yang berlaku.

i)

itk mrestak sacesd an tooms pokok sehadgainana ciiadesost pocrn
cryat L b P o S PO Uy TG sl

osnnn reEneana kegraian Sub Bagian Produkst;

opaayiapain aban Keordinasi penyusunan  rencana
rengenbangan produkst;

Copenyusunal rencana kebutuhan  sarana  dan  prasarana
produlksi;

o pemeiibaraan surmber air dan pelestarian lingkungan disekitar
sun el air;

& pelaksanaan permantauan dan pencatatan produkst air sesual
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

1. pelaksanaan pengeldaan produksi air,

U relansanaan  koordinasi  dengan unit Kerja di  lingkungan
FOAM ateu dengan  Lembaga lain sesuail  peraturan
perundang-undangan yang berlakuy;

h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan deh Kepala Bagian
Froduksi dan Distribusi:

i pelaksanaan evaluast dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas
b Bagian Prociukst.

fPasal 24

Sub Bagian Pengendalian Kualitas Air menpunyai tugas pokok
malaksanakan  sebagian tugas pokok dan fungsi  Bagian
Prociukst dan Distribusi di bidang  pengendalian kualitas  air
minum yang distribusikan sesual aongan perunclang-undangan
yang bertaku :

Uniuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), Sub Bagian Pengendalian Kualitas Ar mermpunyai
tungst -

a. penyusunan  rencana  kegiatan Sub  Bagian Pengendalian
Kualitas Air;
b, peryusunan rencana kebutuhan sarana pengujian air minum;

c. pelaksanaan pemeriksaan dan pengujian air minum hasil
produksi POAM,

d. penetapan standar kualitas produksi air minum PDAM,;

e pelaksanaan pengendalian standar produksi air minum PDAM
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaky;

f. pelaksanaan. pencatatan hasil pengujian air minum produk
FPOAM:;



(1)

/
—y

=
14

g pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja di  lingkungan
tDAM  atau  dengan Lembaga lain sesuai peraturan
perundang-undangan yang berlakuy;

h pelaksanaan tugas lain yang diberikan deh Kepala Bagian
Frociukst dan Distribust,

i. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas
Suh Bagian Pengendalian Kualitas Ar.

Pasal 25

Suy Bagian Distribusi mempunyai tugas pokok melaksanakan
sebagian tugas pokok dan fungsi Bagian Produksi dan Distribusi
ci bidang distribusi dan pelayanan konsumen sesuai denhgan
perundang-undangan yang berlaku.

ntuk medaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), Sub Bagian Distribusi mempunyai fungsi .

a. peryusunan rencana  kegiatan Sub Bagian Distribusi;

b, penyusunan rencana  pengembangan pelayanan alr minum
kepada konsumen;

c. penyusunan  rencana  kebutuhan sarana dan  prasarana
distribust air minum;

d. pelaksanaan pelayanan konsumen yang membutuhkan air
minum dari FDAM:

€. permantauan dan pencatatan air yang didistribusikan kepada
konsumen,

pelaksanaan  pengawasan  dan  pengendalian  kegiatan
pendistribusian air minum;

g. pengumputan dan pengolahan data hasil opname meter;

h. pelaksanaan  pengawasan dan  pengendalian  kegiatan
opham2 meter air sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku;

I penrosesan pemasangan sambungan transmisi dan instalasi
air minum  sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku;

| pelaksanaan tugas lain yang diberikan deh Kepala Bagan

Produksi dan Distribusi;
k. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas
Sub Bagian Distribusi.
Bagian Kelima
Bagian Teknik dan Pemeliharaan
Pasal 26

Bagan  Teknik  dan Pemetinaraan mempunyai  tugas pokok
nefyclenygatakan  sebagian tugas pokok dan fungsi PDAM di
bidang Teknik dan Pemeliharaan Instalasi, Transmisi dan Peralatan
Teknik
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Pasal 27

Utk menyelenggarakan tugas pokok tersebut pada pasal 26,
Bagian Teknik dan Pemeliharaan mempunyai fungsi :

a. penyusunan rencana kerja Bagian Teknik dan Pemeliharaan;

5. penyusunan rencana teknik  pembangunan, pengembangan,
permeliharaan instalasi, transmisi dan bangunan air;
penyelenggaraan  pembangunan,  pengembangan  dan
pemeliharaan instalasi dan  transmisi  sesuai  dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku;

-

o

4. peydlenggaraan pemasangan instalasi dan transmisi kepads
KonsumeEn sesual dengan  peraturan  perundang-undangan
yang herfakuy

g pohwaenggaraan  pemeliharaan instalasi dan transmisi air
minum sesual dengan peraturan perundang-undangan yang
{meriaku;

f. penyvelenggaraan tugas lain yang diberikan deh Direktur,

4. pelaksanaan evaluast dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas
Bagian Teknik dan Perrediharaan,

Doiam menyetenggarakan fungsi sebagaimana tersebut pada
ayat (1), Bagian Teknik dan Pemeliharaan dibantu deh :

. Sub Bagian Perencanaan Teknik;
N Sun HBagian ransmisi dan instatasi;
G, Sub Bagian Femelibaraan Peralatan Teknik.

Pasal 28

Sulz Bagian Perencanaan Teknik  mempunyal tugas pokok
metaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi Bagian Teknik
van Fenedibaraan di bidang perencanaan teknik sesuai dengan
porlncdang- Uncanigan yang berlaku.

Lintuk mefaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada
ayal (1), Sub Badgian Perencanaan Teknik mempunyai fungsi

A penyusunan rencana  kegiatan Sub  Bagian Perencanaan
Tekmik:

b, penyusunan rencana teknk pembangunan transmisi, instalasi
dan bangunan PRAM;

C.petiyusunan  fencana  tekiik  pengembangan  produksi  dan
chistribusi;

U pervusunan  rencana  teknik dan rencana biaya peralatan

prAaTESAnga Savhungan transmisi dan instalasi konsumen
sesual dengan permohonan kagian produksi dan distribusi;
penyameaian  hasil penyusunan rencana teknik dan biaya
peralatan  sanmbungan transmisi dan  instalasi  konsumen
kepada bagian produksi dan distribusi,

T

i. pelaksanaaiy  pengawasan dan  pengendalian  kegiatan
perencanaan teknik sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku;
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g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oeh Bagian Teknik
dan tremeliharaan,

h. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas
Sub Bagian Perencanaan Teknik,

Pasal 29

Supy Bagian Transmisi dan Instalasi mempunyai tugas pokok
melaksanakan sebagian tugas pokaok dan fungsi Bagian Teknik
dan Penliharaan di bidang pemeliharaan dan pemasangan
transmisi  dan instalasi sesuai dengan perundang-undangan
varx berlaku.

Uhiuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), Sup Bagian Transmisi dan Instalasi mempunyai fungsi :

a. penyusunan rencana kegiatan Sub Bagian Transmisi dan
Instalasi;

b. pehwusunan  rencana  kebutuhan sarana dan  prasarana
permeliharaan  dan  pemasangan transmisi, instalasi dan
sambungan konsumen,

9]

. pelaksanaan  penveliharaan transnisi dan instalasi  dalam
rangka penanggulangan kebocoran, ‘

d. penerimaan surat perintah kerja pemasangan transmisi dan
instalasi  konsumen dari bagian produksi dan distribusi;

e. pengaturan pelaksanaan permmasangan transmisi dan instalasi
sanvbungan  konsumen  sesuai  dengan  ketentuan  dan
peraturan perundang-undangan yang berlaku;

f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bagian Teknik
dan Perneliharaan, :

g pelaksanaan evaluasi dan pelaporan hasll pelaksanaan tugas
S Bagian Transmisi dan Instalasi.

Pasal 30

Sub Bagian Pemeliharaan Peralatan Teknik mempunyai tugas
pokok melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi Bagian
Teknik dan Pemeliharaan di bidang pemeliharaan peralatan
teknik sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku,

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada
ayat (1),8ub Bagian Pemeliharaan Peralatan Teknik mempunyai
fungsr :

a. penyusunan rencana kegiatan Sub Bagian Pemeliharaan
Peralatan Teknik;

h. penyusunan rencana pemeliharaan peralatan teknik dan
kebutuhan sarana dan prasarana pemeliharaan peralatan
tehnik;

¢. pelaksanaan pemeliharaan peralatan teknik dan kendaraan
cinas;

d. pelaksanaan pengeldaan bengkel;
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€. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oeh Bagian Teknik
dan Pemeliharaan;

f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas
Suh Bagian Pemeliharaan Peralatan Teknik,

Bagjian Keenam
Satuan Pengawasan Intern
Pasal 31

Satuan Pengawasan Intern atau disebut juga Unit Pengawasan
Intern, adalah aparatur pengawas di dalam Perusahaan.

(N

(7

(1)

Pasal 32

Satuan/Pengawasan  Intern  dipimpin - deh . seorang  Kepala
SatuarvUnit, mempunyai tugas pokok membantu Direktur dalam
metyelenggarakan pengawasan pelaksanaan program kerja,
anggaran, tugas pokok dan fungsi satuan-satuan organisasi di
lingkungan  Perusahaan  serta  melaksanakan pengendalian
pengelolaan  (manajemen)  Perusahaan dan  mempertanggung
Jawabkan hasil - kegiatannya kepada Direktur.

Untuke menyelenggarakan tugas pokok tersebut pada ayat (1),
satuan Fengawasan intern menmpunyai fungsi

A penmyucunan rencana kegiatan Satuan  Pengawasan Intern

sesual dengan program kerja Perusahaan:
o peiahzanaan pehgawasan atas pelaksanaan program kerja,

tugas  pokok  dan fungsi  satuan-satuan organisasi  di
ingkungan Perusahaan;

;

pelaksanaan  pengawasan  atas  pelaksanaan anggaran,
sistem pelayanan dan pengeldaan FPerusahaan;

d pelshsanaosin penllaian dan pernberian saran  dan  atau
pertimbangan kepada Direktur mengenai sistem
pengandatian pengelaaan (manajemen) Perusahaan;

palahsanaan keordinasi pengawasan Perusahaan;

(¢}

f. pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan dalam rangka
heberhasitan pelaksanaai tugas;

g pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Direktur;

)

{elaksaiiaan svaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas
Satuan Pengawasan Intern kepada Direktur.
Bagran Ketuyuh
Cabang Perusahaan
Pasal 33

Cabarg Perusahaan adalah unsur pelaksana Perusahaan yalis
eivpuival  wilavah  kerfa sesual dengan  kehutuhon o

SeET

- g s ey T AR Y Cetiist ehnrneteniy beamdeg SR " L p e M g
wernanpan PLAM oeain clendgnan helbiuhan Aan kerran s,

Moz alnnn
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oo TEmnenhdowy, woganizast dan tatakerja Cabang Perusahaan

aremapkan  aencan  keputusan  Direktur  sefelah  mendapat
et sedujtan dan Badan Pengawas.

Bagian Kedelapan
Kelompok Jabatan Fungsional
Pasal 34

Kelorpod  Jabatan Fungsional terdiri dari sejumiah tenaga
nngsional dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam
bertadal ketompok sesuai dengan bidang keahliannya.

Sotiap kelompck jabatan Tungsional  dipimpin deh  seorang
tenaga tungsicnal senior yang ditunjuk deh Perusahaan dengan
et setuiual Bupali,

Jumiah jabatan fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan
dan beban kerja.

Jenis dan jenjany jabatan fungsional serta perrbinaannya diatur
sesual dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB M
TATA KERJA
Bagian Pertama
Unmum
fasal 35
Tata kerja Badan Pengawas adalah sebagai berikut :

a. Badan Pengawas wajib menyelenggarakan pertemuarvrapat
secara berkala sedkitnya 3 (tiga) bulan sekali untuk
menbahas  dan menilai perkembangan Perusahaan dan
pelaksanaan tugas Direktur;

b. Dalam hal Direktur akan mengakhiri masa jabatan, maka 6
(enam) bulan sebelum berakhirya masa jabatan tersebut,
Badan Pengawas meneliti dan menilai hasil pekerjaan dan
pertangguinggawaban  Direktur, untuk disampaikan kepada
Bupati;

c Badan Fengawas dalam menjalankan tugasnya wajib
melaksanakan koordinasi baik dalam lingkungan Badan itu

sendiri maupun dengan Direktur dan instansi yang terkait
dalam rangka keberhasilan pelaksanaan tugasnya;

d. Apabila  Badan  Pengawas memandang perlu  untuk
mengadakan  perubahan  kebijaksanaan yang  telah
citetapkan oleh Bupati, maka hal tersebut harus diajukan
Kepada Bupati untuk mendapatkan keputusan.

{2) Tata kerja Pengelolaan Perusahaan adalah sebagai berikut :

a. Hakhal yang merupakan tugas Perusahaan adalah suatu

kebutuhan yang satu sama lain tidak dapat dipisahkan-
pisahkan;
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b Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perusahaan sebagai
unswr  pelaksana teknis bidang pelayanan umum  atas
kebutuhan  air  minum  dan  kegiatan  operasionalnya
dilaksanakan deh Bagian-bagian, Cabang Perusahaan dan
Kelompok  Jabatan  Fungsional  menurat  pembidangan
tugasnya masing-masing,

c. Pertanggungawaban teknis  administratif dan  fungsional
Ferusahaan kepada Bupati dilaksanakan oleh Direktur;

d. Dadam nwlaksanakan tugasnya, setiap pimpinan  satuan
organisast di lingkungan Perusahaan wajib menerangkan
prinsip  koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik secara
vertikal maupun horizontal;

o

Datam  melaksanakan tugasnya, setiap pinpinan  satuan
aorganisast  di lingkungan  Perusahaan  wajib  meminpin,
mensenikan  bimbingan can  petunjuk bagl  pelaksanaan
tugias bawaharnya masing-masing;

. Daltarm menyalankan tugasnya, Orektur wajib  menjalankan
hubungan  kerjasana dengan semua  instansi  Pemerintah
maupun swasta dengan cara yang sebaik-baiknya sesuai
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

g Pada waktuwakiu tertentu atau sewaktu-waktu apabila
dipandang periu, Direktur wajib mengadakan rapat atau
pertemuan  dengan para pemegang jabatan struktural
maupan fungsional dan pegawai di lingkungan Perusahaan
wituk  merrbahas  secara menyeluruh  penyelenggaraan
tugas Perusahaan;

b Setiap pegawal  dalam  lingkungan  Perusahaan  wajib
melaksanakan dan memelihara hubungan kerjasama  dan
konsuitast, baik vertikal maupun horizontal secara erat dan

serast dengan tidak mengalaikan tata tertib administrasi dan
disiphin kerja.

Bagan Kedua
Pelaporan
Pasal 36

Badan PFengawas memberikan laporan tentang pelaksanaan
tugasnya secara berkala kepada Bupati.

Oireklur wajib  memmberikan  laporan pelaksanaan  tugas
nendgelolaan Peorusanaan secara berkala kepada Bupati melalu
S Fengawas,

Setiap pinpinan satuan organisasi di lingkungan  Perusahaan
wiph meneenikan [aporan kegiataannya secara berkala kepada
atasainya MEsing-nasing.

Pengaturan mengenal jenis dan bentuk laporan seita tatacara
penyvanpaianiys ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-
ez yang beriahu,

T raisman



20 ' 20

Bagian Ketiga
. t Hal Mewakili
Pasal 37

ehtm' berhalangan tetap, maka Bupati menunjuk

iy ~pabita D
wejabal penggantinya.

Lo Qi P

(2) Apabila Orektur perhalangan  menjalankan  tugasnhya, maka
Direklur  menunjuk salah seorang Kepala Bagian sesuai dengan
permnidangan twgashya.

BAB Vi
PEMBIAY AAN
Fasal 38

Segala biaya yang dipgiiukan dalam pelaksanaan tugas pengelaiaan
Pmm‘n m dibebankan kepada anggaran Perusahaan dan bantuan
Femerniah Daerah, Pemerintah Propinsi Jawa Barat, Pemerintah
Pusal alau feinbaga dain di uar instansi Permerintah yang tidak
bertentangan dengan peraturan perundang-undang yang berlaku.

BAE Wi
KEPEGAWAIAN
Pasal 39
{1) Pengangkatan dan pemberhentian Direktur dilaksanakan sesuai

dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

{2y Duehur bertanggungjawab dalam perencanaan, pengelolaan
dan pembinaan kepegawaian di lingkungan Perusahaan.

{31 Permbinaan Karier terhadap pegawai Perusahaan diatur sesuai
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(4) Ketentuanr-ketentuan  lain - nengenai masalah  kepegawaian
diatur  sesual dengan peraturan pefundang-undangan yang
heriak

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
. fPasal 40

{1y Dengan berlakunya Keputusan ini, maka :

Keputusan Bupati Kahupaten Daerah Tingkat 1| Cianjur Nomor
11 Tahun 1994 tentang Organisasi Dan Tatakerja Perusahaan
Daerah Ar Minum Kabupaten Daerah Tingkat 11 Clanjur,;

(2) Segala Ketentuan dan atau peraturan perundang-undangan

yang bertentangan dengan Keputusan ini, dinyatakan dicabut
aan tidak bertaku lagi.

BRR{ A4 -



fasal 41
Hal-hat tam yang helum cukup diatur dalam Keputusan ini sepanjang
mengena tekis pelaksanaannya akan ditetapkan dan diatur lebih
fanjut deh Bupali,

tasal 42

Feputusan ind roalal berlaku pada tanggal diundangkan.

Ditetapkan di Ganjur.
pada tanggal 17 Januari 2002

BUPATI CIANJUR,

Capfttd -

WASIDI SWASTOMO

Uavindanioan O CHal i
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LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR NOMOR 01 TAHUN
2002 SERY 3
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